BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ditetapkannya otonomi daerah di Indonesia dalam Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah
pusat untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri. Adanya
kebijakan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk
menyusun dan mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. Laporan
keuangan merupakan gambaran terkait dengan kondisi keuangan entitas pada
suatu periode tertentu. Laporan keuangan juga menjadi sebuah media
akuntabilitas dan transparansi, baik dalam penggunaan maupun pengelolaan
sumber daya publik.

Saat ini yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah yaitu
menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan
sumber daya publik, penyusunan rencana, dan pelaksanaan program
pemerintah. Sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kepada publik,
pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan seluruh informasi sebagai
bentuk pemenuhan hak-hak publik terkait dengan pertanggungjawaban dan
pemberian bentuk informasi penggunaan sumber daya publik yang tercantum

dalam laporan keuangan pemerintah.?

? Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan
Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara,
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama diakses pada tanggal 03
November 2022 pukul 09.00
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Menurut Mardiasmo dikutip dari Jurnal karya Fitri Akbariah dan Suratno
mendefinisikan bahwa:

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.’

Sejalan dengan Mardiasmo, maka laporan keuangan menjadi salah satu
bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah daerah yang harus
dilakukan secara periodik terkait dengan penggunaan sumber daya publik
yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.

Berhubungan dengan hal tersebut, terdapat konsep akuntabilitas dalam

Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 58, yaitu:
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dalam menjalani
kehidupannya harus bertindak jujur dan adil. Seperti halnya dalam menyusun

laporan keuangan harus berdasarkan fakta dan tidak dimanipulasi. Hal tersebut

® Fitri Akbariah dan Suratno, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Instansi,
Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Agama
Propinsi Banten, Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan, Vol. 5 No. 1 Tahun 2018, him. 37

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung:
Jumanatul ‘Ali-ART, 2005), him. 197



bertujuan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan
pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yaitu melaporkan penggunaan sumber daya publik dalam
bentuk laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu menyediakan
informasi  keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya untuk
mengevaluasi dan menetapkan keputusan. Oleh karena itu, setiap pemerintah
daerah harus memperhatikan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan.
Sedangkan kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan ada dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejalan dengan itu, setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
menyampaikan penilaian berupa opini pada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD), yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan
Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat
(TMP).® Berikut adalah hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk di tahun

2018-2022, yaitu:

®> Muhamad Yusuf, Analisis Penerapan dan Faktor-Faktor Pendukung Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Kendari, Journal of Economic and Business, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, him. 104

® Dito Nasution dan Mika Barus, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas
Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai
Variabel Moderating, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), him. 2



Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022

Tahun Opini
2018 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2019 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2020 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2021 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2022 Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Nganjuk dari tahun 2018-2022 dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya bahwa informasi pada
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan secara layak dan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tentu ada koordinasi yang erat antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Salah satunya adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Nganjuk yang menjadi salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang wajib menyajikan laporan keuangan untuk
dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Namun, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka juga berpotensi
adanya tindak kecurangan yang akan berdampak pada kualitas laporan
keuangan sehingga informasi keuangan yang disajikan menjadi tidak
mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Seperti fenomena tindak korupsi
yang terjadi di lingkungan pemerintahan pada tahun 2018 yang dibuktikan

dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi



(KPK). Hal tersebut menyangkut tentang permasalahan penyusunan laporan
keuangan yang disebabkan oleh sistem informasi yang tidak terintegrasi secara
baik dan lemahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan suatu
entitas.’

Terkait dengan sistem informasi dan pengendalian internal merupakan
faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut
Suwanda dikutip dari bukunya Heru Reza dan Susanti menyatakan bahwa
“kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh
faktor-faktor meliputi dukungan atau pemanfaatan teknologi informasi, Sistem
Informasi Manajemen Daerah, dan pengendalian internal”.®

Sejalan dengan itu, maka ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satunya yaitu
pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi yang maju akan
membantu pemerintah daerah dalam mengelola data keuangan secara efektif
dan efisien. Meskipun teknologi informasi memberikan kecepatan proses
transaksi dan penyajian laporan keuangan. Namun, pengimplementasian

teknologi informasi juga memiliki berbagai kendala, seperti kondisi perangkat

keras, perangkat lunak, pemutakhiran data, serta keterbatasan dana.’

’ Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pengelolaan Keuangan
Negara: Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018), (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan
Negara, 2020), him. 2-4

® Heru Kreshna Reza dan Melly Susanti, Akuntansi Pemerintah Edisi 1, (Bandung: Media
Sains Indonesia, 2022), him. 131-132

% Andry Trisaputra, Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan
Keuangan Daerah Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi
Empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 3 Tahun
2013, him. 3



Sementara itu, di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk tahun 2021 masih mengalami kendala
dalam pelaksanaan e-government, yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas
peralatan teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang aktivitas
pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.’® Maka dalam melakukan
pengelolaan keuangan dibutuhkan adanya teknologi informasi yang memadai.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nining, Sujana, dan Malik menunjukkan
bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.!* Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Heni Sundari dan Sri Rahayu menunjukkan bahwa pemanfaatan
teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.*?

Penyusunan laporan keuangan yang cepat diperlukan adanya sistem yang
andal agar lebih mudah dalam melakukan penginputan data. Oleh karena itu,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan
aplikasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk

membantu terwujudnya akuntabilitas bagi pemerintah daerah, baik di tingkat

0 Dinas Perhubungan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, https://www.nganjukkab.go.id/home/detail-sakip/46 diakses
pada tanggal 04 November 2022 pukul 09.45

' Nining Asniar Ridzal, dkk., Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 3
Tahun 2022, him. 9

2 Heni Sundari dan Sri Rahayu, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan (Studi Kasus Pada SKPD Kota Bandung Tahun 2018), eProceedings of Management,
Vol. 6 No. 1 Tahun 2019, him. 667



https://www.nganjukkab.go.id/home/detail-sakip/46

pelaporan maupun di tingkat akuntansi dimulai dari penganggaran,
penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan.®™

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) diharapkan dapat
menunjang penyusunan dan pelaporan keuangan yang cepat dan akurat.
Penelitian yang dilakukan oleh Listiya, Mawardi, dan Sari menunjukkan
bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.** Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Handia Fahrurrozi bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.*

Sedangkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya
pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang lemah dapat
menimbulkan risiko kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan.
Adanya pengendalian internal dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap
proses penyusunan laporan keuangan, baik untuk mencapai tujuan pelaporan
maupun menyediakan informasi keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan olen Hengky, Gowon, dan Erwati

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap

13 Christina Runtuwene, dkk., Pengaruh Penerapan SIMDA, SAP, Motivasi Pegawai dan
Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill, Vol. 8 No. 2 Tahun 2017, him. 303

¥ Listiya Ayuningsih, dkk., Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Jurnal Ilmiah
Riset Akuntansi, Vol. 11 No. 04 Tahun 2022, him. 96

% Handia Fahrurrozi, Pengaruh Penggunaan SIMDA Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, him. 136



kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.’® Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Nishrina, Nurjanah, dan Andrianto menunjukkan bahwa
pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.’

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ada
yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Mengacu pada temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah mendapatkan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hasil penelitian terdahulu terkait
dengan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan yang
masih belum konsisten hasilnya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti terkait
dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah utamanya pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Pengendalian
Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Nganjuk”.

'® Hengky Orlanda, dkk., Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah,
Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas-Dinas di Provinsi Jambi), Jambi Accounting
Review, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, him. 179

7 Nishrina Atharrizka, dkk., Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian
Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor, Jurnal
Informatika Kesatuan, VVol. 1 No. 2 Tahun 2021, him. 116



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi permasalahan dalam

penelitian ini yaitu:

1.

4.

Pelaporan pengelolaan sumber daya publik di Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk telah memanfaatkan teknologi informasi.

Perubahan tata pembukuan di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
yang sebelumnya menggunakan sistem pembukuan menjadi sistem
akuntansi melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah.
Pengendalian internal di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk guna
mendukung fungsi pengawasan untuk menghasilkan laporan keuangan
yang berkualitas.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

2.

3.

Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk?
Apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk?

Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk?



10

4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi, penerapan Sistem Informasi
Manajemen Daerah, dan pengendalian internal secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Nganjuk?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas
laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

2. Menguji pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah
terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten
Nganjuk.

3. Menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan
keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

4. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan Sistem
Informasi Manajemen Daerah, dan pengendalian internal secara simultan
terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten
Nganjuk.

E. Kegunaan Penelitian
Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan memberikan kegunaan

sebagai berikut:
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1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
pengetahuan dan keilmuan pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik
tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan Sistem
Informasi Manajemen Daerah, dan pengendalian internal terhadap kualitas
laporan keuangan.
2. Kegunaan Praktis
a. Untuk Institusi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan
saran yang membangun bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan Sistem
Informasi Manajemen Daerah, dan pengendalian internal dalam
meningkatkan kualitas laporan keuangan.
b. Untuk Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman,
pengetahuan, dan wawasan tentang sistem pengelolaan keuangan
daerah yang dapat dijadikan sebagai pengembangan mata kuliah
Akuntansi Sektor Publik.
c. Untuk Pihak Lainnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

rujukan dan acuan bagi peneliti selanjutnya.
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F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan variabel
independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan
teknologi informasi (X1), penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(X2), dan pengendalian internal (X3). Sedangkan variabel dependen dalam
penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk ().
2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini berfokus pada pengaruh pemanfaatan teknologi
informasi, penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan
pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, objek
penelitian ini hanya berfokus pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Nganjuk.
G. Penegasan Istilah
1. Definisi Konseptual
a. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku akuntan menggunakan
teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan
kinerjanya.'®
b. Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah aplikasi yang digunakan

untuk membantu proses administrasi dan pengelolaan keuangan pada

18 Rusdiana dan Zagiyah, Manajemen Perkantoran Modern, (Bandung: Insan Komunikasi
Jurusan llmu Komunikasi UIN SGD Bandung, 2022), him. 256
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pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat
kelurahan.*

c. Pengendalian internal adalah rencana organisasi yang digunakan untuk
menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, dan mendorong
anggota organisasi untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan.®

d. Kualitas laporan keuangan adalah persyaratan normatif yang harus
dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar menghasilkan
informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya.”*

2. Definisi Operasional
Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah untuk
meneliti dan mengkaji apakah dengan adanya pemanfaatan teknologi
informasi, penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan
pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.
H. Sistematika Pembahasan
BAB | PENDAHULUAN
Pada bagian pendahuluan membahas mengenai persoalan penelitian yang
melatar belakangi adanya penelitian ini, selain itu ada identifikasi masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan

keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

19 Siti Muthoharoh dan Agustina Prativi, Evaluasi Penerapan SIMDA Keuangan Pada
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, Economic and Education Journal,
Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, him. 82

% Nurul Lathifah, Konsep dan Praktik Sistem Pengendalian Internal, (Sumatra Barat: CV
Insan Cendekia Mandiri, 2021), him. 2-3

2! Fadillah Amin, Penganggaran di Pemerintah Daerah, (Malang: Universitas Brawijaya
Press, 2019), hIm.156
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BAB Il LANDASAN TEORI

Pada bagian ini mengulas mengenai teori yang membahas variabel
penelitian yakni pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Informasi
Manajemen Daerah, pengendalian internal, kualitas laporan keuangan,
dijelaskan pula terkait kajian penelitian terdahulu untuk pembanding, serta
hipotesis penelitian maupun kerangka konseptual.
BAB Il METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini mengulas mengenai pendekatan dan jenis penelitian,
populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini mengulas mengenai hasil penelitian berbentuk deskripsi
data, uji hipotesis, dan temuan penelitian.
BAB V PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi pembahasan terkait analisis data yang telah
didapatkan dari penelitian.
BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang selaras dengan hasil
penelitian yang dilakukan. Sedangkan pada bagian akhir berisi daftar pustaka,

lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.



